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ABSTRAK 

Salah satu bentuk mitigasi bencana adalah mengetahui kerentanan daerah yang berisiko terhadap bencana secara sosial 

dan ekonomi. Penelitian tentang kerentanan terhadap banjir bandang sangat penting dilakukan karena itu dapat 

mencegah timbulnya kerugian material maupun korban jiwa. Distrik Wasior di Kabupaten Teluk Wondama pernah 

mengalami banjar bandang di tahun 2010 yang membawa dampak negatif seperti korban jiwa maupun kerugian 

material yang besar. Untuk mengantisipasi bencana banjir bandang yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan 

datang, perlu dilakukan studi yang mengevaluasi tingkat kerentanan terhadap banjir bandang. Penelitian ini bertujuan 

untuk: 1) menganalisis tingkat kerentanan terhadap banjir bandang di Wasior berdasarkan faktor-faktor sosial 

ekonomi, setelah kejadian banjir bandang di tahun 2010, 2) menganalisis tingkat kerentanan terhadap banjir bandang 

di Wasior berdasarkan faktor-faktor kelembagaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan 

metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data 

dianalisis dengan cara: 1) mengidentifikasi indikator-indikator sosial ekonomi masyarakat dan kelembagaan di sekitar 

Daerah Aliran Sungai (DAS), 2) memberikan skor pembobotan terhadap kriteria sosial ekonomi dan kriteria 

kelembagaan, dari yang paling rentan hingga paling tidak rentan, 3) menilai tingkat kerentanan masyarakat dan 

kelembagaan di lokasi penelitian terhadap dampak banjir bandang berdasar perhitungan skor pembobotan indikator-

indikator sosial ekonomi dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kerentanan sosial ekonomi terhadap 

banjir bandang tergolong sedang (total skor 2,084), sedangkan tingkat kerentanan kelembagaan tergolong rendah (total 

skor 2,251). Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam implementasi 

mitigasi banjir bandang di Wasior. 

Kata kunci: kerentanan, sosial, ekonomi, kelembagaan, banjir bandang 

 

ABSTRACT 

One form of disaster mitigation is to know the vulnerability of areas that are at risk of disaster socially and 

economically. Studies on vulnerability to flash floods are necessary, as it might prevent material losses and fatalities. 

Wasior District at Teluk Wondama Regency experienced a flash flood in 2010 causing negative impacts such as 

fatalities and large material losses. To anticipate flash floods that might occur in the future, studies to evaluate the 

vulnerability to the flash flood are needed. This study aimed to: 1) analyze the level of vulnerability to flash floods in 

Wasior based on socioeconomic factors post the 2010 flash floods, 2) analyze the level of vulnerability to flash floods 

in Wasior based on institutional factors. The method used in this study was a combination of qualitative and 

quantitative methods. Data collection was conducted by observation, interview and documentation. Data were 

analyzed by: 1) identifying the socioeconomic indicators of the community and institutions around the watershed, 2) 

providing weighting scores to the social economic criteria and institutional criteria from the most vulnerable to the 

least vulnerable, 3) assessing the level of community and institution vulnerabilities in the study site to the impact of 

flash floods based on the calculation of the weighting scores of socio-economic and institutional indicators. The 
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results showed that the level of socioeconomic vulnerability to flash floods were categorized as moderate (total score 

2.084), while the level of institutional vulnerability was low (total score 2.251). The results of this study can be used as 

a basis for considerations in the implementation of flash flood mitigation in Wasior. 

Keywords: vulnerabilities, social, economic, institutional, flash flood 

  

PENDAHULUAN 

Perubahan iklim global berdampak pada 

terjadinya akumulasi curah hujan tinggi dalam waktu 

singkat. Curah hujan tahunan yang relatif sama, 

dengan durasi singkat berdampak pada meningkatnya 

intensitas banjir yang terjadi (Utama & Naumar, 

2015). Banjir bandang (flash flood) adalah 

penggenangan akibat limpasan keluar alur sungai 

karena debit sungai yang membesar tiba-tiba 

melampaui kapasitas aliran, terjadi dengan cepat 

melanda daerah-daerah rendah permukaan bumi, di 

lembah sungai-sungai dan cekungan-cekungan dan 

biasanya membawa debris dalam alirannya 

(Mulyanto et al., 2012). Penyebab utama terjadinya 

banjir bandang adalah curah hujan yang tinggi, 

kondisi topografi yang curam dan berkurangnya 

vegetasi di lokasi tersebut (Mahmood et al., 2016). 

Banjir bandang merupakan bencana iklim yang tidak 

dapat diprediksi dibandingkan dengan banjir sungai 

yang terjadi karena meningginya luapan air sungai. 

Banjir bandang terjadi  secara tiba-tiba dan 

mendadak, pergerakannya begitu cepat dan 

mengganas, sehingga menimbulkan banyak korban 

jiwa karena ketidaksiapan menghadapinya terutama 

bila terjadi di waktu malam hari (Rahman et al., 

2016). 

Bencana banjir bandang yang terjadi pada 

tanggal 4 Oktober 2010 Kabupaten Teluk Wondama 

terjadi akibat turunnya hujan deras sehari 

sebelumnya hingga mengakibatkan 3 sungai (Sungai 

Sanduai, Sungai Anggris, dan Sungai Mangurai) 

meluap dan membawa lumpur, kayu dan bebatuan. 

Akibatnya banyak korban jiwa, kerusakan, dan 

kerugian di dua wilayah distrik yaitu Distrik Wasior 

dan Distrik Wondiboy (Bappenas & BNPB, 2010). 

Bencana tersebut telah menyebabkan 144 korban 

tewas, 179 luka berat dan 641 orang luka ringan, dan 

103 orang dinyatakan hilang (Renggono & 

Syaifullah, 2011). Kerugian materiil yang 

diakibatkan dari bencana banjir bandang tersebut 

adalah kerusakan 1.634 unit rumah dengan rincian 

977 unit rumah rusak berat, 378 unit rumah rusak 

sedang dan 279 unit rumah rusak ringan. Dampak 

banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan 

sejumlah gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, 

fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, hotel dan 

gedung/perkantoran keuangan dan perbankan 

(Bappenas & BNPB, 2010) . 

Wasior merupakan daerah yang rawan bencana 

banjir bandang. Sejarah mencatat bahwa sedikitnya 4 

(empat) kali banjir bandang besar (tahun 1955, 2008, 

2010, 2013) pernah menghempaskan kawasan ini. 

Namun demikian, bencana yang berdampak luas 

adalah banjir bandang pada tahun 2010, yang 

mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kerugian 

material (Renggono & Syaifullah, 2011). Lokasi 

kejadian banjir bandang tahun 2010 termasuk dalam 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sobei (luas 48.122,77 

Ha) yang terbagi dalam 9 (sembilan) sub DAS, 5 

(lima) diantaranya yang terkena dampak banjir yaitu 

DAS Rado (2.308 Ha), DAS Sanduai (2.275 Ha), 

DAS Anggris (1.323 Ha), DAS Manggurai (2.065 

Ha) dan DAS Wanayo (1.638 Ha) (Yansyah, 2010). 

Kejadian ini menunjukkan bahwa Wasior 

memerlukan upaya mitigasi terhadap bencana alam, 

khususnya banjir bandang. Mitigasi ini sangat 

diperlukan untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh banjir bandang. Salah satu bentuk 

mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah 

mengetahui kerentanan daerah yang berisiko 

terhadap bencana secara sosial dan ekonomi 

(Muwamanah, 2016). Pengetahuan tentang tingkat 

kerentanan sosial ekonomi masyarakat dalam 

menghadapi bencana khususnya banjir bandang 

diperlukan untuk mengetahui resiko bencana secara 

sosial dan ekonomi (Karagiorgos et al., 2016). 

Penelitian tentang kerentanan dalam menghadapi 

banjir bandang sangat penting dilakukan, sebagai 

upaya pencegahan terhadap timbulnya kerugian 

material maupun korban jiwa akibat bencana banjir 

bandang yang kemungkinan bisa terjadi lagi di 

Wasior.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Pusat 

Penelitian Geoteknologi LIPI mengkaji kerentanan 

sosial masyarakat pasca banjir bandang di Wasior 

berdasarkan dinamika kebijakan dan 

implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pola kebijakan mitigasi bencana yang disusun 

oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama bersifat 

top down atau berpola dari atas ke bawah 

berdasarkan kondisi masyarakat yang masih transisi 



Analisis Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir Bandang… 

(Baharinawati W. Hstanti dan Freddy J. Hutapea) 

 

27 

 

setelah bencana banjir bandang (Yustiningrum et al., 

2013).  

Mengantisipasi bencana banjir bandang yang 

kemungkinan bisa terjadi di Wasior di masa yang 

akan datang, maka penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk: 1) menganalisis tingkat kerentanan 

terhadap banjir bandang di Wasior berdasarkan 

faktor-faktor sosial ekonomi, setelah kejadian banjir 

bandang di tahun 2010, 2) menganalisis tingkat 

kerentanan terhadap banjir bandang di Wasior 

berdasarkan faktor-faktor kelembagaan.  

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan 

data lapangan pada bulan Juni 2016 dengan 2 (dua) 

lokasi penelitian yang dipilih secara sampling di 2 

(dua) kampung terdampak banjir bandang 2010 yaitu 

Kampung Rado dan Kampung Manggurai di Distrik 

Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua 

Barat. Adapun jumlah kampung di Distrik Wasior 

terdampak banjir bandang 2010 adalah 7 kampung, 

yaitu Kampung  Wasior  I,  Kampung  Wasior  II,  

Kampung Rado,  Kampung  Moru,  Kampung  

Maniwak,  Kampung Manggurai,  dan  Kampung  

Wondamawi (Bappenas & BNPB, 2010) .  

 

 

Sumber (Source): BNPB, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Daerah Terdampak Banjir Bandang Wasior 2010 
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Kabupaten Teluk Wondama berada pada daerah 

kepala burung Pulau Papua dengan letak geografi 

0015’- 3025’ LS dan 132035’ – 134045’ BT dengan 

luas wilayah sebesar 14.953,8 km2. Batas-batas 

administrasinya adalah sebagai berikut: 

• Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Ransiki 

Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk 

Cendrawasih; 

• Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Yaur 

Kabupaten Nabire 

• Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kuri dan 

Idoor Kabupaten Teluk Bintuni 

• Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Yaur 

Kabupaten Nabire. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kamera, recorder, alat tulis 

menulis, Statistik Kabupaten Teluk Wondama, 

artikel, dan laporan-laporan. 

Metode Penelitian 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan 

data sekunder. Pengumpulan data dilakukan primer 

dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara 

(indeepth interview) dengan 10 informan (tokoh adat, 

tokoh agama dan tokoh masyarakat dan aparat 

Pemda) yang dipilih secara purposif dengan 

pertimbangan, informan adalah:  

1. Bertempat tinggal dan menetap pada lokasi 

penelitian selama 10 tahun terakhir;  

2. Orang yang paham kondisi sosial, ekonomi dan 

budaya setempat;  

3. Mengalami kejadian banjir bandang tahun 2010;  

4. Memahami dan atau terlibat dalam kegiatan 

terkait mitigasi banjir bandang.  

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai 

dokumentasi berupa laporan, statistik dan karya tulis 

ilmiah. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan cara:  

a. Mengidentifikasi indikator-indikator sosial 

ekonomi masyarakat dan kelembagaan di sekitar 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merujuk  pada 

(Donnie & Falah, 2017 ; Putri, Barlian, Dewanti, 

& Tanto, 2018 ;  BNPB., 2012)  

b. Memberikan skor pembobotan berdasarkan 

ranking pengaruh kerentanan dari yang paling 

rentan hingga paling tidak rentan,   

c. Menilai tingkat kerentanan masyarakat dan 

kelembagaan di lokasi penelitian terhadap 

dampak banjir bandang berdasar perhitungan skor 

pembobotan indikator-indikator sosial ekonomi 

dan kelembagaan.  

Pemberian skor pada masing-masing kriteria 

baik sosial maupun kelembagaan disusun 

berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPS 

atau data monografi desa (Donnie & Falah, 2017) 

dapat dilihat dari Tabel di bawah ini: 

  

Tabel 1. Skor indikator sosial dan kelembagaan 

No. Indikator Skor 

 

Keterangan Sumber Data 

 

 Sosial 

1. Kepadatan Penduduk 

 

 

1 

2 

 

 > 400 jiwa/km2: 250 – 400 jiwa/km2 

 < 250 jiwa/km2 

BPS, monografi 

desa 

2. Komposisi Penduduk berdasarkan Usia 

(Produktif-Non Produktif) 

 

1 

         2 

3 

 lebih banyak usia non produktif 

 sama 

lebih banyak usia produktif 

BPS, monografi 

desa 

3. Tingkat Pendidikan Formal 

 

1 

2 

         3 

lebih dari 50% lulus SD 

lebih dari 50% lulus SMP 

lebih dari 50% lulus SMA ke atas 

BPS, monografi 

desa 

4. Tingkat Pendapatan per KK per bulan 

 

1 

         2 

3 

 lebih dari 50% < 1 juta rupiah 

lebih dari 50% 1-2 juta rupiah 

 lebih dari 50% > 2 juta rupiah 

Wawancara 

5. Kondisi Rumah Tinggal 

Housing condition 

1 

2 

3 

lebih banyak permanen 

seimbang 

lebih banyak non permanen 

 

 

Pengamatan, 

wawancara 



Analisis Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir Bandang… 

(Baharinawati W. Hstanti dan Freddy J. Hutapea) 

 

29 

 

No. Indikator Skor 

 

Keterangan Sumber Data 

 

6. Mata pencaharian 

 

1 

         2 

 

3 

 

< 50% tergantung pada sektor pertanian 

 50 – 75% tergantung pada sektor 

pertanian 

> 75% tergantung pada sektor pertanian 

BPS, monografi 

desa 

7. Aturan adat perlindungan sungai/mata 

air 

 

1 

2 

         3 

 

Tidak ada 

 Ada, tidak diimplementasikan 

 Ada, diimplementasikan 

Wawancara 

8. Pengetahuan masyarakat dalam deteksi 

banjir bandang 

 

1 

2 

         3 

Tidak ada 

Ada, tidak diimplementasikan 

Ada, diimplementasikan 

Wawancara 

9. Teknik peringatan dini banjir bandang 

masyarakat 

 

1 

2 

         3 

Tidak ada 

Ada, tidak diimplementasikan 

Ada, diimplementasikan 

Wawancara 

10. Teknologi mengurangi dampak banjir 

bandang berdasar kearifan lokal 

 

1 

2 

         3 

Tidak ada 

 Ada, tidak diimplementasikan 

Ada, diimplementasikan 

Wawancara 

 Kelembagaan 

Institution 

1. Penyuluhan pencegahan banjir bandang  

 

1 

         2 

3 

 kurang dari 1 kegiatan/tahun 

1-2 kegiatan/tahun 

lebih dari 2 kegiatan/tahun 

Wawancara, 

dokumentasi 

2. Keaktifan institusi terkait dengan 

deteksi dini dan pencegahan banjir 

bandang (pembentukan KTB, pelatihan 

KTB, piket monitoring kondisi sungai) 

 

1 

         2 

3 

kurang dari 1 kegiatan/tahun 

1-2 kegiatan/tahun 

 lebih dari 2 kegiatan/tahun 

Wawancara, 

dokumentasi 

3. Keaktifan institusi terkait dengan masa 

tanggap darurat bencana 

 

1 

         2 

3 

kurang dari 1 kegiatan/tahun 

1-2 kegiatan/tahun 

 lebih dari 2 kegiatan/tahun 

Wawancara, 

dokumentasi 

4. Keaktifan instansi yang bertugas 

memonitor kondisi sungai 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Petugas memonitor kondisi sungai < 2 

kali setahun 

Petugas memonitor kondisi sungai 2-6 

kali setahun 

Petugas memonitor kondisi sungai > 6 

kali setahun  

Wawancara, 

laporan kegiatan 

monitoring 

5. Lembaga adat yang melindungi sungai 

dan mata air 

 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Ada, tidak aktif 

Ada, aktif 

Wawancara, 

dokumentasi 

6. Kelompok Tanggap Bencana (KTB) di 

desa atau kampung 

 

1 

2 

         3 

 

Tidak ada 

Ada 1 – 2 kali kegiatan/tahun 

Ada > 2 kali kegiatan/tahun 

Wawancara, 

dokumentasi 

7. Peta rawan banjir bandang, petunjuk 

jalur evakuasi 

 

1 

2 

3 

 Tidak ada 

 Ada, tidak digunakan 

 Ada, digunakan 

Wawancara, 

observasi 

8. Bantuan dari instansi non pemerintah 

untuk pencegahan dan pasca bencana 

 

1 

         2 

         3 

Ada 1-2 kegiatan setahun 

Ada, 3-4 kegiatan setahun 

Ada > 4 kegiatan setahun 

Wawancara, 

dokumentasi 

9. Sosialisasi dari PU/Kehutanan atau 

instansi terkait tentang peraturan 

perlindungan sempadan/hulu sungai 

 

 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Ada, tidak diimplementasikan 

Ada, diimplementasikan 

Wawancara, 

dokumentasi 
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Sumber : modifikasi (modification of) Donnie & Falah, 2017; BNPB., 2012; Putri et al., 2018)           

   

Penilaian tingkat kerentanan aspek sosial dan 

kelembagaan dilakukan menggunakan standar yang 

terdapat dalam Donnie & Falah (2017). Skor pada 

tiap indikator dikalikan dengan bobot relatifnya. 

Hasil penilaian kemudian dijumlahkan untuk setiap 

kriteria baik kriteria sosial maupun kelembagaan. 

Total nilai pada setiap kriteria menjadi dasar 

penentuan tingkat kerentanan terhadap banjir 

bandang, sebagai berikut (Donnie & Falah, 2017): 

 

 

Tingkat kerentanan sangat tinggi  = nilai 1,000 ≤ n ≤ 1,400 

Tingkat kerentanan tinggi  = nilai 1,400 ≤ n ≤ 1,800 

Tingkat kerentanan sedang  = nilai 1,800 ≤ n ≤ 2,200 

Tingkat kerentanan rendah  = nilai 2,200 ≤ n ≤ 2,600 

Tingkat kerentanan sangat rendah = nilai 2,600 ≤ n ≤ 3,000 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor Kerentanan Sosial Ekonomi Pada 

Resiko Banjir Bandang 

Tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat 

di suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi sosial 

ekonomi masyarakat setempat (Setyaningrum & 

Giyarsih, 2012). Untuk mengetahui kerentanan sosial 

ekonomi maka terdapat faktor-faktor sosial ekonomi 

yang mendukung kondisi sosial maupun ekonomi 

masyarakat seperti tingkat pendidikan, pendapatan 

dan lain-lain perlu diketahui (Sinaga et al,. 2014). 

Masyarakat disebut rentan mengalami dampak 

kerugian banjir bandang apabila kapasitasnya secara 

sosial dan ekonomi dinilai kurang dalam 

menanggulangi dampak kerugian akibat banjir 

bandang (Nurromansyah & Setyono, 2014). Penilaian 

risiko dampak kerugian banjir bandang dapat 

dilakukan dengan menggunakan kriteria dan 

indikator sosial dan kelembagaan yang disusun 

berdasarkan persepsi masyarakat maupun para pihak 

dengan menggunakan bobot relatif yang ditentukan 

berdasarkan ranking tertinggi sampai ranking 

terendah (Donnie & Falah, 2017). Indikator Sosial 

dan Kelembagaan yang mempengaruhi resiko 

kerugian akibat banjir bandang dan bobot relatifnya 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Indikator sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi resiko kerugian akibat banjir bandang dan bobot 

relatifnya 

Ranking Kriteria Sosial 

 

Bobot 

 

Kriteria Kelembagaan 

 

Bobot 

 

1. Struktur komposisi penduduk (umur, 

jenis kelamin) 

0,179 Institusi yang bertugas melakukan 

peringatan siaga banjir bandang  

0,189 

2. Kepadatan penduduk  0,153 Instansi yang bertugas pada masa tanggap 

darurat 

0,177 

3. Adanya aturan adat tradisional 

melindungi sungai/sumber air 

0,122 Penyuluhan banjir bandang 0,132 

4. Adanya kearifan lokal untuk deteksi dini 

banjir bandang  

0,111 Petugas monitoring sungai 0,099 

5. Tingkat pendapatan  0,099 Adanya kelompok tanggap bencana di 

tingkat kampung  

0,081 

6. Tingkat pendidikan  0,088 Adanya program pemerintah untuk 

pencegahan banjir bandang 

0,073 

7. Kondisi rumah tinggal permanen/semi 

permanen/non permanen 

0,079 Adanya prosedur/SOP penanganan banjir 

bandang  

0,069 

8. Ketergantungan pendapatan pada 

sumber pertanian/hutan/laut 

0,062 Adanya penyuluhan tentang pengelolaan 

DAS dan Lingkungan Hidup 

0,065 

No. Indikator Skor 

 

Keterangan Sumber Data 

 

10. Penegakan hukum terhadap 

pelanggaran aturan perlindungan sungai 

 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Ada, tidak konsisten 

Ada konsisten 

Wawancara, 

dokumentasi 
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Ranking Kriteria Sosial 

 

Bobot 

 

Kriteria Kelembagaan 

 

Bobot 

 

9. Teknologi tradisional untuk mencegah 

atau mengurangi dampak banjir bandang 

0,056 Adanya lembaga adat konservasi air 0,059 

10. Sistem peringatan tradisional banjir 

bandang 

0,051 Upaya penegakan hukum untuk 

mengurangi resiko banjir bandang  

0,056 

 Total 1,000 Total 1,000 

Sumber: modifikasi (modification of) Donnie & Falah, 2017; BNPB., 2012; Putri et al., 2018)  

Tabel 1 (modifikasi tabel 18 (Donnie & Falah, 

2017)) di atas merupakan hasil penilaian yang 

disusun berdasar pengamatan, wawancara dengan 

masyarakat, dan studi pustaka. Indikator-indikator 

tersebut kemudian disusun berdasar ranking 

pembobotan level indikator-indikator yang 

berpengaruh mulai yang paling kuat sampai yang 

paling ringan terhadap kerentanan sosial ekonomi 

dan kelembagaan. 

Indikator ranking teratas pada kriteria sosial 

adalah komposisi penduduk berdasarkan usia. Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar masyarakat Wasior 

berusia produktif, tingginya skor yang diperoleh dari 

komposisi penduduk menurut usia akan 

menunjukkan kerentanan sosial ekonomi yang rendah 

terhadap bencana banjir bandang di Wasior. 

Sedangkan indikator dengan ranking terendah pada 

kriteria sosial adalah tingkat pendidikan formal 

masyarakat di Wasior. Tingkat pendidikan formal 

masyarakat berpengaruh terhadap kerentanan sosial 

ekonomi dalam menghadapi bencana alam (Muttarak 

& Lutz, 2014). Rendahnya skor yang diperoleh dari 

penilaian tingkat pendidikan formal menunjukkan 

kerentanan sosial yang tinggi terhadap banjir 

bandang. Semakin rendah tingkat pendidikan 

masyarakat akan semakin rentan secara sosial 

terhadap banjir bandang. 

Pada kriteria kelembagaan indikator dengan 

ranking teratas adalah adanya lembaga yang bertugas 

melakukan peringatan siaga bencana yaitu BPBD dan 

BMKG di Kabupaten Teluk Wondama. Tingginya 

skor akan menunjukkan rendahnya kerentanan dari 

aspek kelembagaan terhadap banjir bandang. 

Demikian halnya dengan indikator dengan ranking 

terendah (upaya penegakan hukum terhadap 

kejahatan lingkungan), rendahnya skor pada sanksi 

hukum pelanggaran di bidang lingkungan akan 

meningkatkan kerentanan kelembagaan terhadap 

banjir bandang. Penegakan hukum terhadap 

pelanggaran kejahatan lingkungan akan berpengaruh 

terhadap kerentanan kelembagaan terhadap bencana 

alam, karena beberapa kejadian bencana alam terjadi 

karena kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah 

manusia (Pereira, 2017). Semakin rendah sanksi 

hukum terhadap pelanggaran maka semakin rentan 

secara kelembagaan terhadap banjir bandang. 

Kerentanan Sosial Terhadap Banjir Bandang 

Konsep kerentanan memiliki banyak definisi. 

Konsep ini sangat mendasar untuk penelitian ekologi 

manusia. Kata vulnerability yang berarti kerentanan 

berasal dari Bahasa Latin vulnerare, yang berarti 

"luka". Kerentanan dapat didefinisikan sebagai 

"kapasitas untuk terluka" atau "potensi kerugian". 

Oleh karena itu, kerentanan sosial mencakup banyak 

aspek. Tidak terbatas pada kelemahan sosial untuk 

bertahan pada bencana alam atau bahaya akibat 

perbuatan manusia tetapi juga mencakup perbedaan 

sosial dalam hal ketahanan pangan, kesehatan, dan 

semua komponen kemanusiaan dalam situasi 

bencana. Kerentanan sosial juga terkait langsung 

dengan lingkungan dimana seseorang hidup. 

Kerentanan sosial mengacu pada sosial ekonomi dan 

faktor-faktor demografis yang mempengaruhi 

ketahanan masyarakat (Diouf Sané et al., 2015)  

Kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan atau 

suatu akibat keadaan berupa faktor fisik, sosial, 

ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk 

terhadap upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan bencana. Bila suatu bahaya 

merupakan suatu fenomena atau kondisi yang sulit 

diubah maka kerentanan masyarakat relatif dapat 

diubah. Oleh karena itu pengurangan resiko bencana 

dapat dilakukan dengan cara memperkecil 

kerentanan. Kerentanan dikaitkan dengan 

kemampuan manusia untuk melindungi dirinya dan 

kemampuan untuk menanggulangi dirinya dari 

dampak bahaya/bencana alam tanpa bantuan dari luar 

(Hapsoro & Buchori, 2015). Kerentanan sosial 

(social vulnerability) meliputi: persepsi tentang risiko 

dan pandangan hidup masyarakat yang berkaitan 

dengan budaya, agama, etnik, interaksi sosial, umur, 

jenis kelamin, kemiskinan (Jaswadi et al., 2012). 

Perhitungan skor kerentanan sosial masyarakat 

Wasior terhadap banjir bandang berdasarkan 

beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk 

menilai indikator-indikator kerentanan sosial dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perhitungan skor kerentanan sosial terhadap banjir bandang 

No. Kriteria Sosial  

 

Bobot Relatif 

 

Skor 

 

Nilai  

 

1.  Struktur komposisi penduduk (umur, jenis kelamin) 0,179 3 0,537 

2. Kepadatan penduduk  0,153 3 0,459 

3. Adanya aturan adat tradisional melindungi 

sungai/sumber air 

0,122 2 0,244 

4. Adanya kearifan lokal untuk deteksi dini banjir 

bandang  

0,111 2 0,222 

5. Tingkat pendapatan  0,099 2 0,198 

6. Tingkat pendidikan  0,088 2 0,176 

7. Kondisi rumah tinggal permanen/semi 

permanen/non permanen 

0,079 1 0,079 

8. Ketergantungan pendapatan pada sumber 

pertanian/hutan/laut 

0,062 1 0,062 

9. Teknologi tradisional untuk mencegah atau 

mengurangi dampak banjir bandang 

0,056 1 0,056 

10 Sistem peringatan tradisional banjir bandang 0,051 1 0,051 

 Total 1,000  2,084 

Sumber: modifikasi Donnie & Falah (2017); BNPB (2012); Putri et al. (2018)  

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa total perhitungan 

skor tingkat kerentanan masyarakat Wasior dari 

aspek sosial adalah 2,084, yang menunjukkan bahwa 

tingkat kerentanan sosial masyarakat dalam 

menghadapi banjir bandang di Wasior adalah sedang. 

Hal ini berdasarkan perhitungan-perhitungan: 

1. Struktur komposisi penduduk (umur dan jenis 

kelamin) 

Skor komposisi penduduk berdasarkan umur 

yaitu penduduk yang berusia produktif lebih banyak 

daripada penduduk berusia tidak produktif. Penduduk 

Wasior dengan usia produktif 15 – 64 tahun 

berjumlah 9.448 orang, sedangkan penduduk usia 

tidak produktif berjumlah 5.273 orang (BPS, 2017). 

Kerentanan sosial berdasar komposisi umur 

tergolong rendah karena umumnya penduduk berusia 

produktif mempunyai kemampuan dalam 

menyelamatkan diri terhadap bencana amat besar 

(Aroca-Jimenez et al., 2016). Penduduk usia tua      

(> 65 tahun) dan usia balita (< 5 tahun) merupakan 

salah satu variabel kerentanan sosial. Saat terjadi 

bencana dan dalam proses evakuasi, penduduk usia 

tua dan balita dinilai mempunyai kemampuan yang 

lebih rendah, sehingga penduduk usia tua dan balita 

mempunyai ketergantungan pada penduduk usia 

produktif (Hapsoro & Buchori, 2015). Disamping itu, 

komposisi jenis kelamin penduduk juga berpengaruh 

terhadap kerentanan sosial dalam menghadapi banjir 

bandang (Kuhlicke et al., 2011). Penduduk wanita 

umumnya lebih rentan secara fisik terhadap bencana, 

pada proses penyelamatan diri. Sebagian besar 

penduduk Wasior adalah laki-laki, sehingga 

kerentanannya terhadap bencana banjir bandang 

tergolong rendah. Asumsi dalam analisis ini  pada 

saat proses evakuasi, penduduk wanita membutuhkan 

penduduk laki-laki karena penduduk laki-laki dinilai 

mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik 

(Habibi & Buchori, 2013). 

2.  Tingkat kepadatan penduduk 

Kepadatan penduduk di Wasior tergolong 

rendah yaitu 13,5 jiwa/km2 (BPS, 2017) 

menunjukkan bahwa kerentanan sosial terhadap 

banjir bandang tergolong rendah. Kondisi ini 

mengisyaratkan bahwa kemungkinan korban jiwa 

yang terjadi pada saat bencana terjadi adalah relatif 

kecil. Pada umumnya, semakin padat suatu wilayah 

akan sangat berpengaruh pada kerentanan sosial 

masyarakat (You & Zhang, 2015). Tingginya 

kepadatan penduduk menggambarkan tingginya 

peluang jatuhnya korban jiwa maupun harta benda 

sehingga mengancam kelangsungan hidup 

masyarakat (Hapsoro & Buchori, 2015). Pasca banjir 

bandang tahun 2010 yang menelan banyak korban 

jiwa, menyebabkan masyarakat tidak berminat 

tinggal di Wasior dan memilih tinggal di daerah yang 

lebih tinggi.  

3.   Terdapat peraturan adat dalam melindungi sungai 

dan mata air 

Masyarakat Wasior sebagian besar adalah Suku 

Wandamen dan masyarakat asli Papua yang hidup 

secara tradisional. Dalam kehidupan sehari-hari, 

masyarakat Wasior memiliki aturan adat yang 

melindungi sungai dan mata air, dimana sungai dan 

mata air merupakan salah satu tempat keramat. 
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Namun seiring berkembangnya zaman, aturan 

tersebut kadang-kadang diabaikan sehingga sebagian 

mentaati dan sebagian lain tidak. Oleh sebab itu, nilai 

skor pada aspek ini adalah 2 artinya terdapat kearifan 

lokal namun tidak semua diterapkan. Asumsinya 

adalah semakin banyaknya aturan adat yang 

melindungi sungai dan mata air, maka kerentanan 

sosial masyarakat akan semakin rendah karena 

adanya jaminan terhadap keberadaan sungai dan 

mata air dari bencana alam yang diakibatkan 

kerusakan lingkungan (Howitt et al., 2012). 

4. Terdapat kearifan lokal masyarakat dalam 

mendeteksi banjir bandang 

Masyarakat Wasior mempunyai kearifan lokal 

dalam mendeteksi banjir bandang yakni berdasar 

curah hujan. Masyarakat percaya bahwa awan tebal 

hitam di langit merupakan pertanda hujan akan 

segera datang. Disamping itu, kepekatan dan 

ketebalan awan juga menunjukkan kelebatan hujan, 

dimana semakin pekat dan tebal awan makin lebat 

hujan yang akan turun. Di samping itu banjir 

bandang dapat dideteksi dari perubahan warna 

sungai, jika warna sungai yang semula jernih menjadi 

keruh kecoklatan atau lebih gelap, maka terjadi banjir 

atau longsor di hulu/gunung. Namun demikian, 

generasi muda di Wasior umumnya tidak paham 

terhadap gejala-gejala alam yang menandai 

terjadinya bencana. Oleh sebab itu, nilai skor untuk 

aspek ini adalah 2 yang berarti kerentanan berdasar 

faktor keberadaan kearifan lokal sedang atau dengan 

kata lain terdapat kearifan lokal namun tidak 

diterapkan. Keberadaan kearifan lokal dalam suatu 

masyarakat terkait dengan pencegahan bencana dan 

berpengaruh terhadap kerentanan sosial terhadap 

bencana alam (Gupta & Singh, 2011). Semakin 

masyarakat melaksanakan kearifan lokal dalam 

mendeteksi banjir bandang, maka kerentanan 

sosialnya akan semakin rendah, karena masyakat 

semakin mampu menghindari bencana banjir 

bandang dengan mempersiapkan diri sebagai bentuk 

mitigasi. 

5. Kondisi rumah penduduk (permanen/semi 

permanen/non permanen) 

Berdasarkan pengamatan di lapangan kondisi 

rumah tinggal masyarakat di Wasior sebagian besar 

adalah non-permanen yang terbuat dari papan dan 

kayu (skor 1). Hal ini disebabkan karena mahalnya 

harga bahan bangunan di Wasior akibat biaya 

transport yang mahal dan rantai distribusi barang 

lebih panjang. Kondisi rumah yang semi/non-

permanen ini mempunyai kerentanan yang tinggi 

terhadap bencana banjir karena lebih mudah hancur 

ketika diterjang banjir dibandingkan dengan rumah 

permanen yang berdinding tembok. Semakin banyak 

rumah yang non permanen akan menyebabkan 

semakin rentannya suatu daerah terhadap bencana 

banjir (Shabir, 2013). 

6.  Tingkat pendapatan masyarakat 

Tingkat pendapatan masyarakat di Wasior 

tergolong sedang, yaitu berada di kisaran 1 – 2 juta 

rupiah/bulan (nilai skor 2). Tingkat pendapatan 

masyarakat berpengaruh terhadap kerentanan  sosial 

ekonomi dalam menghadapi bencana (Samir, 2013). 

Semakin rendah tingkat pendapatan suatu 

masyarakat, maka semakin rentan terhadap bencana, 

karena berpengaruh terhadap daya beli pada masa 

tanggap bencana. Tingkat pendapatan masyarakat 

sedang menunjukkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang sedang dalam kerentanan sosial 

terhadap banjir longsor. Tingkat kerentanan yang 

sedang merupakan warning bagi mitigasi bencana 

untuk waspada terhadap segala kemungkinan/resiko 

yang akan terjadi. Semakin tinggi pendapatan 

masyarakat maka kerentanan sosial dan ekonomi 

terhadap banjir bandang akan semakin rendah karena 

kemampuan ekonomi dalam mitigasi bencana 

semakin tinggi. 

7.   Tingkat pendidikan masyarakat 

Sebagian besar masyarakat di Wasior 

berpendidikan SMP skor 2, yang artinya tingkat 

pendidikan masyarakat tergolong sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kerentanan sosial masyarakat 

Wasior dalam menghadapi banjir bandang berdasar 

kriteria tingkat pendidikan tergolong sedang. Pada 

umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat maka semakin rendah kerentanan 

sosialnya terhadap banjir bandang. Tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi pemahaman dan 

perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana 

(Widjanarko & Minnafiah, 2018).  

8.  Ketergantungan kehidupan pada sektor pertanian 

Sebagian besar masyarakat di Wasior 

menggantungkan kehidupannya pada sektor 

pertanian sebagai petani atau pekebun. Sektor 

pertanian mempengaruhi kerentanan sosial ekonomi 

masyarakat terhadap bencana alam, terutama banjir 

dan kekeringan  (Huang et al., 2012). Sektor ini juga 

amat rentan terhadap banjir bandang karena bencana 

tersebut dapat meluluh-lantakan tanah pertanian dan 

menyebabkan terganggunya perekonomian 

masyarakat (nilai skor 1), karena dikhawatirkan akan 

terjadi gagal panen. Pada umumnya, semakin tinggi 

ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian 
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akan menyebabkan semakin tingginya kerentanan 

sosial terhadap banjir bandang.  

9.  Adanya teknologi untuk mencegah banjir bandang 

Masyarakat Wasior pada umumnya tidak 

mengenal adanya teknologi untuk mencegah atau 

mengurangi dampak banjir bandang. Namun 

masyarakat menyadari bahwa untuk mencegah banjir 

bandang mereka harus mempertahankan vegetasi di 

hutan terutama pohon-pohon besar di lereng-lereng 

perbukitan. Tidak adanya teknologi untuk mencegah 

atau mengurangi dampak banjir bandang 

menunjukkan kerentanan sosial yang tinggi terhadap 

bencana ini.  

10. Adanya sistem peringatan dini terhadap banjir 

bandang  

Tidak adanya sistem peringatan dini terhadap 

banjir bandang di Wasior (skor 1) adalah salah satu 

indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat 

sangat rentan terhadap banjir bandang. Dalam hal 

sistem peringatan dini terhadap banjir bandang, 

masyarakat di Wasior memiliki kerentanan yang 

tinggi atau sangat rentan karena tidak adanya sisitem 

peringatan dini. 

 

Kerentanan Kelembagaan Terhadap Banjir 

Bandang 

Pola penanggulangan bencana mendapatkan 

dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-undang 

No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu 

Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana, PP No. 21 tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan 

dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP No. 23 

tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga 

Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah 

dalam Penanggulangan Bencana (Maskud, 2016). 

Keberadaan kelembagaan penanggulangan 

bencana juga akan mempengaruhi kerentanan 

masyarakat. Keberadaan kelembagaan 

penanggulangan bencana dapat membantu dalam 

mengurangi kerentanan sosial masyarakat terhadap 

bencana baik lembaga penanggulangan bencana 

daerah maupun forum atau organisasi pengurangan 

risiko bencana (Habibi & Buchori, 2013). Aspek 

kelembagaan yang berpengaruh terhadap banjir 

bandang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perhitungan skor kerentanan kelembagaan terhadap banjir bandang 

No. Kriteria Kelembagaan 

 

Bobot Relatif 

 

Skor 

 

Nilai 

 

1. Institusi yang bertugas melakukan peringatan siaga banjir 

bandang  

0,189 3 0,567 

2. Instansi yang bertugas pada masa tanggap darurat 0,177 3 0,531 

3. Penyuluhan banjir bandang 0,132 2 0,264 

4. Petugas monitoring sungai 0,099 2 0,198 

5. Adanya kelompok tanggap bencana di tingkat kampung  0,081 2 0,162 

6. Adanya program pemerintah untuk pencegahan banjir 

bandang 

0,073 2 0,146 

7. Adanya prosedur/SOP penanganan banjir bandang  0,069 2 0,138 

8. Adanya penyuluhan tentang pengelolaan DAS dan 

Lingkungan Hidup 

0,065 2 0,130 

9. Adanya lembaga adat konservasi air 0,059 1 0,059 

10 Upaya penegakan hukum untuk mengurangi resiko banjir 

bandang  

0,056 1 0,056 

 Total 1,000  2,251 

 Sumber: modifikasi Donnie & Falah (2017); BNPB (2012); Putri et al. (2018)  

 

1.   Institusi yang bertugas melakukan kegiatan siaga 

banjir bandang 

Institusi yang secara aktif melakukan kegiatan 

peringatan siaga banjir bandang di Wasior adalah 

BPBD dan BMKG. Nilai pengaruh dari keaktifan 

institusi terkait dalam mitigasi banjir bandang di 

Wasior adalah 0,567 dengan skor 3 dan bobot 0,189. 

Hal ini menunjukkan kerentanan kelembagaan yang 

rendah atau sangat tidak rentan. Peran aktif maupun 

kapasitas lembaga terkait dalam mitigasi bencana 

berpengaruh terhadap kerentanan menghadapi 

bencana yang terjadi (Kusumasari & Alam, 2012). 

Sejak peristiwa banjir bandang tahun 2010, BPBD 

dan BMKG di Teluk Wondama aktif melakukan 

kegiatan mitigasi bencana banjir bandang seperti 

simulasi peringatan siaga banjir bandang. Peran aktif 
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kedua institusi ini diharapkan dapat meminimalisir 

kerugian akibat bencana banjir bandang. 

2.   Institusi yang bertugas pada masa tanggap darurat 

Demikian halnya dengan peran semua instansi 

dalam penanganan masa tanggap darurat. Pada masa 

tanggap darurat bencana banjir bandang partisipasi 

multipihak baik instansi pusat maupun daerah, swasta 

dan perusahaan termasuk instansi militer dan 

kepolisian juga berperan aktif dalam penanganan 

pengungsi, pendistribusian bantuan dan logistik 

banjir bandang tahun 2010 menunjukkan tingginya 

peran serta multipihak dalam penanganan masa 

tanggap darurat bencana.  Oleh karena itu, nilainya 

mencapai 0,531 dengan bobot relatif 0,177 dan skor 

3. Tingginya partisipasi multipihak dalam 

penanganan masa tanggap darurat bencana banjir 

menunjukkan kerentanan kelembagaan di Kabupaten 

Teluk Wondama dan Provinsi Papua Barat yang 

rendah terhadap banjir bandang.  

3. Penyuluhan dan Sosialisasi mitigasi banjir 

bandang 

Penyuluhan dan sosialisasi banjir bandang 

diadakan secara berkelanjutan walaupun 

frekuensinya tidak besar. Penilaian untuk kriteria 

kelembagaan ini adalah 0,264 dengan skor 3 dan 

bobot relatif 0,132, menunjukkan kerentanan 

kelembagaan tergolong sedang. Kendala dalam 

kegiatan ini adalah: 1) sulitnya mengumpulkan 

masyarakat yang memiliki berbagai kesibukan 

(mobilitas masyarakat yang tinggi dan 

kecenderungan nomaden), 2) dana atau anggaran 

yang terbatas, 3) kurangnya SDM tenaga penyuluh 

baik secara kuantitas maupun kualitas. 

4.  Adanya petugas monitoring sungai 

Keterbatasan jumlah petugas monitoring sungai 

menyebabkan kerentanan kelembagaan di Teluk 

Wondama sedang. Penilaian untuk kriteria adanya 

petugas monitoring bernilai 0,198 dengan bobot 

relatif 0,099 dan skor 2. Monitoring sungai dilakukan 

dalam frekuensi yang rendah karena keterbatasan 

jumlah petugas dan sarana prasarana dalam 

memonitor bagian hulu sungai yang bertopografi 

curam dengan medan yang cukup berat. 

5.  Adanya kelompok tanggap bencana 

Kerentanan kelembagaan berdasarkan kriteria 

adanya kelompok tanggap bencana di Wasior 

tergolong sedang, dimana penilaiannya adalah 0,162 

dengan bobot relatif 0,081 dan skor 2. Meskipun 

kelompok ini sudah terbentuk, namun kelompok ini 

tidak secara aktif mengadakan kegiatan-kegiatan 

terkait mitigasi banjir bandang. Hal ini disebabkan 

karena anggotanya mempunyai kesibukan dalam 

bekerja dan tidak adanya dukungan dana yang 

memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

tersebut secara regular dan frekuensi yang tinggi. 

6.  Adanya program pemerintah terkait pencegahan 

banjir bandang 

Penilaian terhadap kriteria adanya program 

pemerintah terkait pencegahan banjir bandang adalah 

0,146 dengan bobot relative 0,073 dan skor 2. 

Program-program pemerintah yang terkait mitigasi 

banjir bandang adalah simulasi penyelamatan dan 

evakuasi banjir bandang, pemasangan rambu-rambu 

evakuasi, pembangunan infrastruktur pengungsian, 

pembangunan infrastruktur sungai (drainase dan 

terasering) untuk mitigasi banjir bandang, 

penanaman dan rehabilitasi lahan di lereng-lereng 

perbukitan. Pada umumnya, program pemerintah 

untuk mitigasi banjir bandang di Wasior berupa 

program fisik (pembangunan bangunan sipil) atau 

mitigasi struktural, kurang menyentuh program yang 

bersifat sosial dan kemasyarakatan. Padahal, 

keberadaan program-program sosial dan 

kemasyarakatan tersebut dapat mengurangi 

kerentanan sosial masyarakat terhadap bencana banjir 

bandang. 

7.  Adanya prosedur operasional standar (SOP) 

dalam mitigasi banjir bandang 

Penilaian terhadap criteria kelembagaan ini 

adalah 0,138 dengan bobot relatif 0,069 dan skor 2, 

atau tergolong kedalam kerentanan sedang. 

Meskipun BPBD memiliki prosedur operasional 

standar (SOP) penanggulangan banjir bandang 

berupa juknis (petunjuk teknis), juklak (petunjuk 

pelaksanaan), namun terdapat batasan-batasan yang 

menyebabkan SOP tersebut tidak dilakukan secara 

benar. Batasan-batasan tersebut adalah kurangnya 

kapasitas SDM pelaksana SOP tersebut baik secara 

kuantitas maupun kualitas, kurangnya anggaran 

untuk melaksanakan SOP dengan benar, kurangnya 

sarana-prasarana pendukung SOP, tidak efisien dan 

rumitnya pelaksanaan SOP dalam waktu dan biaya. 

8.  Adanya penyuluhan tentang Daerah Aliran Sungai 

(DAS) dan Lingkungan Hidup 

Penyuluhan tentang DAS dan Lingkungan 

Hidup umumnya di Wasior dilakukan bersama-sama 

dengan penyuluhan tentang mitigasi banjir bandang 

dan dilakukan oleh BPBD, Dinas Kehutanan dan 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk 

Wondama. Kegiatan ini dilakukan secara insidentil 

dan tidak kontinyu dikarenakan kurangnya petugas 

penyuluh lapangan, kurangnya anggaran untuk 

mengadakan pertemuan dengan semua anggota 

masyarakat serta kesulitan dalam mencari waktu 
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yang tepat untuk mengumpulkan masyarakat. Hal 

tersebut merupakan permasalahan yang umum pada 

penyuluhan lingkungan hidup (Anita Nur Lailia, 

2014). Padahal program-program tersebut merupakan 

bentuk mitigasi non-struktural yang penting. Oleh 

karena itu, penilaian terhadap kriteria ada tidaknya 

penyuluhan tentang DAS dan lingkungan hidup 

adalah 0,130 dengan bobot relatif 0,065 dan skor 2, 

kerentanannya sedang. 

9.  Tidak adanya lembaga adat yang khusus mengatur 

tentang konservasi air 

Walaupun keberadaan lembaga adat di Wasior 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat lokal, 

namun tidak ada lembaga adat khusus menangani 

masalah konservasi air. Masalah konservasi air hanya 

bagian kecil dari berbagai masalah kehidupan 

masyarakat yang ditangani oleh lembaga adat seperti 

masalah hukum dan peradilan adat. Masalah 

konservasi air sendiri dalam lembaga peradilan adat 

merupakan masalah hukum normatif tentang 

pemanfaatan sumber daya alam. Nampaknya, kasus-

kasus tentang pemanfaatan sumber daya air belum 

pernah dibawa sampai ke lembaga adat (Nugroho & 

Surono, 2018). Penilaian untuk kriteria ada tidaknya 

lembaga adat yang khusus mengatur tentang 

konservasi air adalah 0,059 dengan bobot relatif 

0,059 dan skor 1, kerentanan tinggi. 

10. Tidak ada upaya penegakan hukum untuk 

mengatasi banjir bandang. 

Penilaian tentang kriteria ada tidaknya 

penegakan hukum untuk mengatasi banjir bandang 

adalah 0,056 dengan bobot relatif 0,056 dan skor 1 

(kerentanan tinggi). Selama ini, belum ada kasus 

hukum yang berkaitan dengan adanya pelanggaran 

hukum dalam menyebabkan banjir bandang di 

Wasior. Beberapa pelanggaran hukum terkait dengan 

illegal logging di Teluk Wondama memang dibawa 

ke pengadilan, namun hal itu tidak dimasukan dalam 

pelanggaran atau kejahatan lingkungan/kehutanan 

dan hanya terkait dengan urusan keabsahan dokumen 

pendukung pemanfaatan hasil hutan. Beberapa kasus 

hukum yang harusnya terkait kehutanan dan 

lingkungan hidup juga umumnya tidak sampai di 

meja hijau (Umar, 2011). 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

kerentanan masyarakat terhadap banjir bandang 

berdasarkan faktor sosial ekonomi adalah sedang 

(total skor 2,084), tingkat kerentanan terhadap banjir 

bandang berdasarkan faktor kelembagaan 

kelembagaan rendah (total skor 2,251). Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam penerapan mitigasi bencana 

banjir bandang di Wasior maupun wilayah lain di 

Kabupaten Teluk Wondama, khususnya penerapan 

mitigasi non-struktural pada peningkatan kapasitas 

adaptasi masyarakat maupun kelembagaan dalam 

menghadapi banjir bandang.  

SARAN 

Kerentanan sosial ekonomi dan kelembagaan 

bukan menjadi faktor yang menentukan semata pada 

tinggi atau rendahnya resiko kerugian banjir 

bandang, tetapi ditentukan pula oleh faktor lain 

seperti skala banjir bandang. Oleh karena itu, 

meskipun hasil penelitian menunjukkan tingkat 

kerentanan sedang dan rendah, kewaspadaan dalam 

menghadapi bencana tetap dilakukan terutama pada 

musim hujan.   
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